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The aims of the research are to (1) explain the process of policy implementation of acquisition and 
processing tax of class C mineral, (2) explain the factors affecting policy implementation of acquisition and 
processing tax of class C mineral in Merauke Regency.  
The research was conducted in Merauke Regency by using qualitative method. The data were 
obtained through observation, interview, and documentation. The informants were taken from Regional 
Revenue Department and Mining and Energy Department of Merauke and community. 
The results of the research reveal that implementation process involves tax payment of any mining 
activity. License for mining activities and sanctions for those who break any rules do not run well. 
Meanwhile, the affecting factors consisting of realtionship among organizations, behaviour of lower officials, 
and target group still need improving especially to increase human resources as the policy implementers. 
 





Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan 
bahwa pemerintah daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri dengan 
memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di daerahnya.  
Nick Devas, Richard M. Bird, dan B.C. Smith (Riduansyah,2003) menyatakan suatu 
pemerintah daerah dapat  menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai 
dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah 
memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri sumber pendapatan yang bersumber dari 
potensi daerahnya tersebut.  
Dari jumlah total pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Merauke dalam kurun 
waktu tahun 2008-2009, kontribusi pajak dari sektor bahan galian golongan C terhadap 
pendapatan asli daerah Kabupaten Merauke adalah sebesar 4,10% tahun 2008, tahun 2009 
sebesar 2,53% dan pada tahun 2010 sebesar 3,07%. Mengingat potensi galian yang 
dimiliki jumlah ini jelas belum memberikan kontribusi yang besar. Data ini menunjukan 
bahwa penerimaan pajak dari sektor galian golongan C belum memberikan kontribusi 
yang maksimal terhadap penerimaan keuangan daerah.  
Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari bahan galian golongan C, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan 
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Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II 
Merauke Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan 
Galian Golongan C.  
Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah agar masyarakat taat pada aturan 
dengan melakukan kewajiban membayar pajak untuk setiap aktifitas penambangan yang 
dilakukan, mempunyai ijin galian dalam setiap pengambilan material bahan galian C dan 
pemberian sanksi atas setiap pelanggaran terhadap isi kebijakan. Sebagaimana umumnya 
setelah kebijakan diformulasikan maka tahap selanjutnya adalah kebijakan tersebut 
diimplementasikan guna melihat apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan 
tujuannya atau tidak. 
Dalam pengamatan di lapangan masih begitu banyak kegiatan masyarakat yang tidak 
sesuai dengan apa yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Penggalian terhadap 
material galian C khususnya pasir, tanah timbun dan tanah liat masih dilakukan tanpa 
membayar pajak, penambangan yang dilakukan tidak memiliki ijin galian serta masih 
adanya pelanggaran terhadap sanksi yang ditetapkan. Disamping masih kurangnya 
kepedulian masyarakat, hal lain yang perlu dilihat adalah bagaimana implementor dalam 
mengimplementasikan kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan maka  penulis dapat merumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian 
golongan C Di Kabupaten Merauke  ? 
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak 
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C Di Kabupaten Merauke  ? 
 
Tinjauan Pustaka 
1. Konsep Kebijakan Publik 
 Menurut Said dalam Rakhmat (2009) perbedaan makna antara konsep kebijakan dan 
kebijaksanaan tidak menjadi persoalan selama kedua istilah itu diartikan sebagai 
keputusan pemerintah yang bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat atau 
kepetingan publik. 
Kebijakan publik atau dalam kepustakaan internasional disebut sebagai publik policy 
menurut Thomas R. Dye dalam Riant Nugroho (2003) adalah segala sesuatu yang 
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dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat 
sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. David Easton melukiskannya sebagai 
pengaruh (impact) dari aktivitas pemerintah sedangkan James Anderson (1979) dalam 
Subarsono (2005)  mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan 
oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik 
dapat pula dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Harold Laswell 
dan Abraham Kaplan  menjabarkan kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, 
dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. 
 
2. Konsep Implementasi Kebijakan 
Implementasi dalam kamus besar Webster dalam Widodo (2008) diartikan sebagai 
“to provide the means for carrying out” (menyediakan sarana untuk melaksanakan 
sesuatu); “to give practical effect to” (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). 
Pengertian ini diperkuat oleh pendapat Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007) 
tentang definisi Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan 
yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 
keluaran yang nyata (tangible output).   
Sedangkan Grindle dalam Winarno (2007) memberikan pandangan tentang 
implementasi dengan mengatakan bahwa “Secara umum tugas implementasi adalah 
membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa 
direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah” 
Pendapat Jones lebih luas dibandingkan dengan pendapat kedua penulis di atas. 
Menurut Jones dalam Widodo (2008), implementasi diartikan sebagai :“Getting the job 
done and doing it”(menyuruh menyelesaikan pekerjaan dan melakukannya) and “a 
process of getting additional resources so as to figure out what is to be 
done”(implementasi adalah sebuah proses dalam mendapatkan sumber daya tambahan 
sehingga dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan). 
 
Kerangka Pikir 
Agar supaya tujuan dari kebijakan dapat berjalan dengan baik maka  implementasi 
kebijakan harus mempunyai Isi kebijakan, Adanya pelaksana atau aktor dari 
implementasi kebijakan dan  yang paling penting adanya kelompok sasaran yang menjadi 
sasaran kebijakan. 
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Kerangka pikir diambil dari model implementasi Soren C. Winter. Keberhasilan 
implementasi menurut ditentukan oleh Perilaku hubungan antar organisasi, perilaku 
aparat tingkat bawah dan perilaku kelompok sasaran. Kerangka pikir tergambar 
sebagaimana dibawah ini : 


















Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan, 
yaitu strategi penelitian yang lebih menekankan pada kata-kata daripada kuantifikasi 
dalam pengumpulan dan analisis data dengan maksud untuk menyajikan suatu gambar 
terperinci tentang segala situasi dan gejala yang terjadi mengenai proses implementasi 
kebijakan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten 
Merauke. 
Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Merauke yang  difokuskan pada Dinas 
Pertambangan dan Energi serta Dinas Pendapatan Daerah. Adapun sumber data pada 
penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 
Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling dengan informan sebanyak 17 orang.  
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Implementasi kebijakan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan 
C di Kabupaten Merauke sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2006 yang menjadi implementor utama dari kebijakan ini adalah Dinas Pertambangan dan 
Energi yang dalam tugas pokok dan fungsinya yakni memetakan daerah lokasi galian 
Perda Kabupaten 
Merauke 
No 4 Tahun 2006  
 
Proses Implementasi 
Perilaku hub. Organisasi 
antara Distamben dan 
Dispenda 
 
Perilaku Implementor  








Perubahan pada : 
- Kesadaran membayar 
pajak;  
- Mengurus izin 
tempat/lokasi; 
- Menaati aturan yang 
diberlakukan. 
Hasil : 
Peningkatan PAD   
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sebagaimana diusulkan oleh penambang serta mengeluarkan ijin galian dan ijin angkut. 
Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokoknya memungut pajak 
atas kegiatan galian golongan C serta atas setiap kegiatan yang mendatangkan pemasukan 
bagi daerah. 
Untuk wilayah kabupaten Merauke yang memiliki daerah daratan rendah serta 
berlahan gambut, potensi bahan galian golongan C hanyalah terletak pada pasir semen, 
tanah timbun dan tanah liat. Ketiga sektor ini yang menjadi sumber pendapatan bagi 
daerah dari pajak galian golongan C selama ini. Dari data pajak galian C di Kabupaten 
Merauke belum terlalu menunjukan peningkatan yang baik, hal ini dibenarkan sendiri 
oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam suatu kesempatan wawancara hal ini juga 
berlaku untuk penambang dengan ijin resmi yang belum terlalu menunjukan peningkatan 
dalam hal jumlah. 
Secara garis besar Implementasi kebijakan ini melandaskan pada 3 (tiga) hal pokok 
yakni : 
 
1. Pembayaran pajak 
Pembayaran pajak menjadi mutlak nagi setiap warga negara karena dari sektor pajak 
lah pembangunan bangsa dan negara ini dapat dilakukan. Pembayaran pajak bahan galian 
golongan C di Kabupaten Merauke memakai sistem Self Assestment artinya wajib pajak 
membayar sendiri pajaknya sebelum melakukan aktifitas penambangan.  
Dengan sistem self assestment sebenarnya tidak efektif dijalankan karena dengan 
sistem ini cenderung menimbulkan adanya praktek-praktek kecurangan sebab bisa saja 
antara ijin yang dikeluarkan dengan material yang diambil tidak sesuai maka dalam hal 
ini yang diuntungkan adalah penambang tersebut. 
Namun sistem self assestmen menjadi solusi paling baik mengingat Kabupaten 
Merauke tidak mempunyai satu wilayah galian akan tetapi masih tersebar secara acak di 
setiap wilayah potensial. 
Dari target dan realisasi pajak dalam kurungan waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak 
mengalami perubahan yang berarti, maka sepenuhnya implementasi kebijakan pajak ini 
belum maksimal dijalankan disebabkan karena pemungutan pajak galian C belum 
dilakukan secara maksimal oleh petugas maupun pembayaran pajak yang tidak dilakukan 
secara sadar oleh masyarakat itu sendiri. 
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2. Ijin Lokasi 
Setiap aktfitas penambangan harus terlebih dahulu mengantongi iji resmi dari 
pemerintah dimana Dinas Pertambangan dan Energi ditunjuk sebagai instansi teknis 
sebagai instansi pengelola ijin-ijin pertambangan. Dari data dan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa jumlah penambang berijin sebanyak 30 orang atau kelompok 
sangatlah sedikit apabila dilihat dari luasnya wilayah Kabupaten Merauke. Akibat tidak 
adanya ijin sudah barang tentu mempengaruhi pendapatan dari sektor pajak galian C 
sendiri, akibatnya pajak tidak berkembang dan negara dirugikan atas kejadian ini. 
Oleh karena jumlah ijin resmi masih sedikit jumlahnya, maka dapat dikatakan 
kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin belum baik. ini menandakan implementasi 
kebijakan belum maksimal dijalankan karena belum ada perubahan yang berarti dari 
jumlah ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. 
 
3. Sanksi-sanksi pelanggaran kebijakan 
Sanksi yang diberikan dengan mengacu pada peraturan daerah yang ada dirasa tidak 
memberatkan, akibatnya kesalahan yang sama sering terulang kembali. Dari sejumlah 
pelanggaran yang terjadi dengan hanya membayar Rp.1.100.000,- sangatlah kecil apabila 
dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan. 
Tidak adanya penegakan aturan yang jelas serta jumlah tenaga lapangan yang 
terbatas dan dibarengi dengan kondisi geografis yang sangat sulit maka penegakan hukum 
terhadap pelanggar tidak maksimal dijalankan. Hal ini tentu menyebabkan pajak galian 
golongan C tidak mengalami perubahan yang signifikan. 
 
Sedangkan guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut 
dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain : 
 
1. Perilaku hubungan antar organisasi 
a. Komitmen 
Komitmen instansi terkait sudah jelas yakni meningkatkan pendapatan asli daerah 
dan penegakan aturan atau peraturan daerah. Cheema dan Rondinelli dalam 
Subarsono (2008) karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana tergambar pada 
bagaimana komitmen petugas terhadap program. Komitemen dari kedua instansi ini 
sudah baik dalam hal komitmen instansinya guna meningkatkan PAD. Apabila 
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komitmen ini dijaga dengan baik maka harapannya adalah PAD akan meningkat 
dengan sendirinya. 
b. Koordinasi 
Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan Dalam berbagai 
kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan 
dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Sedangkan Cheema 
dan Rondinelli dalam Subarsono (2008) pembagian fungsi antar instansi yang 
pantas. 
Koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Pendapatan daerah 
selama ini dilakukan secara triwulan, semester hingga tahunan. Dalam koordinasi 
tersebut hal paling pokok yang dilakukan adalah untuk melihat sejauh mana realisasi 
pajak yang tekah dicapai dan sebagai pembanding berapa selisih penerimaan dengan 
ijin yang dikeluarkan. Walaupun koordinasi yang dibangun selama ini belum 
sepenuhnya maksimal akan tetapi upaya untuk terus meningkatkan koordinasi tetap 
dilakukan. 
 
2. Perilaku aparat tingkat bawah 
a. Kontrol Organisasi 
Kontrol organisasi berfungsi melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang 
dilakukan oleh staf, baik diluar maupun didalam lingkungan kerja sehingga staf 
dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam 
implementasi kebijakan ini, kontrol organisasi tetap dilakukan oleh pimpinan kepada 
staf. Dalam setiap tugas yang dilakukan staf selau melaporkan tugas-tugasnya 
kepada pimpinan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrol 
organisasi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. 
 
b. Profesionalisme Aparat 
Faktor sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam proses implementasi 
kebijakan,  sebab jika SDM lemah maka sudah barang tentu kebijakan tidak akan 
terimplementasi dengan baik. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat 
penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Edward III mengemukakan 
apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi 
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tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya 
manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.  
Implementasi kebijakan mengalami kendala karena faktor profesionalisme aparat 
yang masih kurang, hasil penelitian menunjukan bahwa etos kerja staf sangat baik 
akan tetapi tidak ditunjang dengan profesionalisme yang masih harus ditingkatkan. 
Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006)  menjelaskan dalam 
mengimplementasikan isi kebijakan maka memperhatikan sumber daya yang 
dikerahkan. Kendala lain adalah pada kedua instansi ini yakni Dinas Pertambangan 
dan Energi serta Dinas Pendapatan Daerah adalah pada banyaknya jumlah tenaga 
honor daerah yang justru penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi yang 
dimiliki. Akibatnya dalam implementasi dilapangan mengalami kendala dalam hal 
berhubungan dengan masyarakat. Selain itu jumlah staf yang sangat sedikit 
mempengaruhi implementasi kebijakan mengingat luasnya wilayah Kabupaten 
Merauke maka jumlah staf setidaknya disesuaikan dengan wilayah kerja. 
3. Perilaku kelompok sasaran 
a. Dukungan Positif 
Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) Dukungan publik terhadap sebuah 
kebijakan. Tanpa dukungan kelompok sasaran maka kebijakan tidak akan maksimal 
dijalankan, hasil penelitian menunjukan masyarakat memberikan dukungan yang 
positif atas kebijakan yang dijalankan walaupun yang disorot bukanlah aspek 
pembayaran pajaknya namun yang diinginkan masyarakat adalah kebijakan 
pelarangan terhadap penggalian pasir secara ilegal. 
b. Dukungan Negatif 
Respon negatif dalam implementasi kebijakan bagai sisi uang logam yang tidak 
dapat dipisahkan. Umumnya penambang pasir di Kabupaten Merauke adalah para 
penambang lokal yang menyandarkan hidupnya dari material galian yang dijual. 
Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) mengungkapkan keberhasilan 
implementas dipengaruhi juga oleh variabel lingkungan dimana kondisi sosial 
ekonomi masyarakat menjadi perhatian. 
Penegakan aturan sering terkendala kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal yang 
mengatasnamakan hak ulayat, akibatnya respon negatif akan muncul apabila aturan 
diterapkan pada kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukan respon negatif yang 
muncul diakibatkan tidak adanya komunikasi yang baik kepada masyarakat berupa 
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sosialisasi kebijakan dan pendekatan persuasif pada masyarakat. Maka perlu kiranya 
dilakukan hal-hal yang   
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pajak 
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Merauke yang 
terdiri dari pembayaran pajak, pengurusan ijin lokasi dan penegakan hukum berupa 
sanksi belum maksimal dijalankan karena belum adanya perubahan pada pajak, belum 
banyaknya jumlah ijin penambang, sanksi yang masih sering dilanggar dan didukung 
dengan koordinasi yang masih kurang maksimal dari kedua instansi, masih kurangnya 
sumber daya manusia yang profesional serta masih adanya respon negatif dari masyarakat 
atas kebijakan yang dibuat. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan tujuan penelitian, hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 
1. Implementasi Kebijakan Pajak Bahan Galian Golongan C meliputi : 
a. Pembayaran Pajak 
Pembayaran pajak yang dilakukan atas setiap kegiatan penambangan dengan 
menggunakan sisten self assestment tidak berjalan dengan baik karena masih banyak 
kegiatan penambangan yang dilakukan tidak membayar pajak sehingga penerimaan 
dari sektor pajak galian C tidak mengalami kenaikan yang diharapkan dan dengan 
model pembayaran pajak ini memungkinkan terjadinya kecurangan dalam 
pelaksanaannya. 
b. Ijin Lokasi 
Ijin lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan 
dan Energi masih sedikit jumlahnya, padahala kenyataan dilapangan masih banyak 
penambangan yang dilakukan dengan tidak disertai ijin resmi. 
c. Sanksi 
Lemahnya penegakan hukum dan tidak kuatnya landasan hukum tentang 
pelanggaran aturan menjadi kendala dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar 
kebijakan, akibatnya masyarakat dengan mudah mengulangi kesalahan yang dilakukan 
karena beranggapan sanksi yang diberikan relatif mudah dan ringan. Dibutuhkan suatu 
kebijakan yang benar-benar memuat prosedur, tata cara dan sanksi apabila melakukan 
penambangan ilegal. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pajak Bahan Galian 
Golongan C di Kabupaten Merauke antara lain : 
 
a. Perilaku hubungan antar organisasi meliputi komitmen dan koordinasi; 
Dengan tingkat komitmen yang tinggi dari instansi maka kebijakan ini tetap dapat 
diimplementasikan walaupun dalam implementasinya koordinasi yang dibangun 
masih belum maksimal akibatnya implementasi kebijakan menjadi tidak maksimal 
pula. 
b. Perilaku aparat tingkat bawah meliputi kontrol organisasi dan 
profesionalisme; 
Tingkat profesionalisme staf masih kurang baik dari segi jumlah maupun 
kompetensi. Walaupun kontrol organisasi terus dilakukan akan tetapi dibutuhkan pula 
staf yang benar-benar profesional agar dapat menjalankan tugas yang diberikan 
dengan baik pula. 
c. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif dan respon negatif; 
Respon masyarakat yang cenderung negatif mengindikasikan bahwa mereka 
belum sepenuhnya memahami isi kebijakan sehingga perlu sekali apabila kebijakan ini 
disosialisasikan kepada masyarakat. 
 
3. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pajak pengambilan dan 
pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya 
berhasil menunjukan perubahan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap penerimaan 
pendapatan asli daerah dari sektor galian C yang tidak menunjukan peningkatan dalam 
menyumbangkan pajak terhadap kas daerah. 
 
Saran 
1) Perlu adanya aturan yang jelas dan terpisah dari kebijakan yang sudah ada berupa 
kebijakan yang khusus mengatur tentang prosedur penggalian bahan galian golongan 
C serta sanksi kepada pelanggar aturan; 
2) Implementor lebih lagi mensosialisasikan tentang pentingnya pembayaran pajak yang 
disertai dengan adanya ijin kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan potensi 
penerimaan daerah dari sektor pajak galian golongan C; 
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3) Agar supaya SKPD yang terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas 
Pertambangan dan Energi lebih lagi mengintensifkan komitmen dan koordinasi dalam 
mengimplementasikan kebijakan ini; 
4) Perlu peningkatan sumber daya manusia yang handal dan betul-betul profesionalisme 
sesuai bidang tugasnya sehingga dapat memungkinkan tercapainya tujuan yang 
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